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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor basis yang dimiliki oleh 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY dan ketimpangan pembangunan ekonomi 

yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi DIY. Analisis LQ digunakan untuk 

mengetahui sektor-sektor basis, sementara analasis Tipologi Klassen dan Indeks 

Entropi Theil digunakan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketimpangan pembangunan ekonomi 

semakin meningkat pada tahun 2010-2018 untuk daerah maju (Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Sleman ) dan daerah tertinggal yang sedang dalam masa 

pembangunan (Kabupaten Kulon Progo). Sementara ketimpangan pembangunan 

ekonomi daerah tertinggal (Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul) 

cenderung turun. Analisis LQ menghasilkan sektor-sektor jasa mendominasi 

menjadi sektor basis untuk daerah maju dan daerah tertinggal yang sedang dalam 

masa pembangunan, sementara untuk daerah tertinggal masih mengandalkan sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan. 

 

Kata kunci : Location Quotion (LQ) , Tipologi Klassen, Indeks Entropi Theil, 

Pembangunan Ekonomi 
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Abstract 

This study aims to identify the leading sectors in each district/city in the 

Province of Yogyakarta Special Region (DIY) and disparity of economic 

development in each district/city in the Province of Yogyakarta Special Region 

(DIY). LQ Analysis is used to determine the leading of economic sector, while 

Typologi Klassen and Enthropy Theil Indeks to analyze in inequality of the 

economic development. The result of this study indicates inequality of the economic 

development has increased in 2010-2018 for the developed regions (Yogyakarta 

City and Sleman Regency) and underdeveloped region that is underconstruction 

(Kulon Progo Regency). Whilst inequality if the economic development in the 

underdeveloped regions (Bantul Regency and Gunugkidul Regency) tends to drop. 

The LQ Analysis results that service sectors have  dominated to be leading sectors 

for for the developed regions  and underdeveloped region that is underconstruction. 

While for the underdeveloped regions still depend in the agriculture, forestry and 

fisheries sectors. 

 

Keywords : Location Quotion (LQ), Typology Klassen, Entrhopy Theil Indeks, 

Economic Development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekayaan alam dan posisi strategis dalam jalur pelayaran dunia adalah 

anugerah dari Allah S.W.T kepada bangsa Indonesia. Kekayaan alam tersebut 

terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau We sampai Pulau Rote. 

Kekayaan alam yang tidak sedikit tersebut menyebar diseluruh penjuru Indonesia. 

Namun tidak semua daerah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sama. Masing-

masing daerah mempunyai kekayaan alam yang berbeda. Perbedaan kekayaan yang 

dimiliki oleh suatu daerah menjadi salah satu faktor yang bisa membuat suatu 

daerah memiliki kebasis komparatif (Tarigan, 2005). 

Menurut Sahban (2018),”kebasis komparatif adalah suatu kebasis yang 

dimiliki oleh suatu organisasi (negara) untuk dapat membandingkannya dengan 

yang lainnya”(76). Menurut David Ricardo (1917) apabila ada dua negara yang 

saling berdagang dan masing-masing negara tersebut memiliki kebasis komparatif 

maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan. 

Kebasis komparatif membandingkan antara suatu produk sejenis pada dua 

daerah yang berbeda. Sebuah produk yang memiliki kebasis komparatif tertinggi 

pada satu daerah selayaknya dijadikan produk yang paling dikembangkan pada 

daerah terkait. Pengembangan produk tersebut akan menghasilkan keuntungan 

perdagangan untuk kedua daerah. 
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Menggunakan analisis kebasis komparatif, suatu produk dapat dijadikan 

pertanda awal bahwa produk tersebut mempunyai potensi perekonomian (Tarigan, 

2005). Kebasis komparatif antar daerah menunjukkan adanya potensi 

perekonomian daerah. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang menjadi 

karakteristiknya. 

Potensi ekonomi daerah berpengaruh pada pembangunan ekonomi daerah. 

Sebuah daerah yang memiliki potensial ekonomi pada sebuah produk akan 

mengembangkan produk tersebut. Pembangunan ekonomi daerah yang 

dimaksudkan adalah sebuah proses terjadinya kolaborasi antara pemerintah daerah 

dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada (Ananda, 2018). 

Pada pembangunan ekonomi daerah dimungkinkan terbentuknya pola kerja 

sama antara pemerintah dan masyarakat atau swasta dalam upaya membuat 

lapangan kerja baru dan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. 

Tujuan utama setiap pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan jumlah 

dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah (Kuncoro, 2012:185) 

Murty (2000) berpendapat bahwa pembangunan daerah yang berimbang 

merupakan sebuah pertumbuhan yang relatif merata dari wilayah yang berbeda 

untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Hal ini 

tidak selalu berarti bahwa semua daerah harus mempunyai perkembangan yang 

sama, atau mempunyai tingkat industrialisasi yang sama, atau mempunyai pola 

ekonomi yang sama, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama. Akan 
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tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari 

potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan 

demikian diharapkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat diantara semua 

wilayah yang terlibat. 

Pengembangan suatu daerah seharusnya menjadi kewenangan setiap daerah. 

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan disebut sebagai otonomi daerah. Hak, wewenang dan 

kewajiban diperoleh dengan cara penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan keadaan daerah yang 

bersangkutan. 

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang 

berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang 

tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan 

ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam 

rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial 

ekonomi (Restiatun, 2009). 

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada suatu wilayah bergantung 

kepada kondisi kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi daerah 
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tersebut. Akibat dari perbedaan ini, pertumbuhan dan proses pembangunan tiap 

daerah juga berbeda. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah 

awal dari ketimpangan pembangunan (Sjafrizal, 2012). 

Ketimpangan pembangunan antar daerah membawa implikasi pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat daerah terkait. Masyarakat yang tinggal di daerah 

pembangunan yang baik relatif lebih sejahtera daripada masyarakat yang tinggal di 

daerah dengan pembangunan kurang baik. Sarana, prasarana serta kualitas sumber 

daya manusia daerah kurang baik masih terbatas dan belum termanfaatkan 

maksimal (Sjafrizal, 2012). 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas empat kabupaten, 

yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan 

Kabupaten Gunungkidul, serta satu kota yakni Kota Yogyakarta. Dari kelima 

kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten paling 

miskin, karena memiliki pendapatan daerah yang paling kecil dibandingkan 

keempat kabupaten/kota lainnya. Sementara Kabupaten Sleman adalah daerah 

dengan PDRB tertinggi diantara lima kabupaten/kota tersebut. 

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2018  

  Kota Yogyakarta Sleman Bantul Gunungkidul Kulonprogo 

2010 
Rp 17.202.154,00   Rp   21.481.644,00  Rp 12.114.059,07  Rp 8.848.037,94  Rp 5.033.073,64  

2011 
Rp 18.206.089,70   Rp   22.645.851,90  Rp 12.728.666,29  Rp 9.248.010,91  Rp 5.246.146,78  

2012 
 Rp 19.189.074,80   Rp   23.957.112,80  Rp 13.407.021,78  Rp 9.695.979,84  Rp 5.475.148,20  

2013 
 Rp 20.239.557,70   Rp   25.367.414,20  Rp 14.138.719,30  Rp10.177.432,51  Rp 5.741.660,29  

2014 
 Rp 21.307.763,60  Rp   26.713.071,20  Rp 14.851.124,13  Rp10.639.792,32  Rp 6.004.316,44  

2015 
 Rp 22.393.012,20   Rp   28.098.006,90  Rp 15.588.520,43  Rp11.152.363,12  Rp 6.281.795,76  
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2016 
 Rp 23.538.101,80   Rp   29.573.895,00  Rp 16.377.984,32  Rp11.697.446,94  Rp 6.580.776,13  

(lanjutan tabel 1.1) 

2017  Rp 24.771.529,99 
 Rp   31.155.675,63  Rp 17.211.819,29  Rp12.282.493,62  Rp 6.973.625,52  

2018 Rp 26.128.652,13 
Rp   33.139.204,90 Rp 18.150.877,01 Rp12.914.880,80 Rp 7.729.569,13 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, September 2019 

Sekalipun Kabupaten Sleman memiliki PDRB tertinggi, namun PDRB per 

kapita tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki 

penduduk yang jauh lebih kecil daripada daerah-daerah lainnya, pada sisi lain 

mempunyai PDRB tertinggi kedua setelah Kabupaten Sleman. Dengan kedua hal 

tersebut PDRB per kapita Kota Yogyakarta adalah yang tertinggi diantara 

kabupaten/kota di Provinsi DIY. 

Provinsi DIY dikenal sebagai provinsi yang memiliki banyak obyek wisata. 

Pada tahun 2017 menurut data BPS Provinsi DIY terdapat 149 obyek wisata. Pada 

tahun 2018 bertambah 37 obyek wisata menjadi 186 obyek wisata. Penambahan 37 

obyek wisata dalam waktu satu tahun menandakan bahwa terjadi pembangunan 

fisik material atau konstruksi dalam skala besar. 

Selain pembangunan konstruksi obyek wisata, jumlah wisatawan Provinsi 

DIY cukup banyak. Jumlah wisatawan Provinsi DIY pada tahun 2017 sebanyak 

25.950.793 , sementara pada tahun 2018 sebanyak 26.515.284. Dari 2017-2018 

terjadi kenaikan 2,18%. Jumlah wisatawan domestik mendominasi dengan 

prosentase 97,73%. 
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Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan di Provinsi DIY tahun 2017-2018 

  2017 2018 

Kota Yogyakarta 5347303 4752351 

Sleman 6814558 7897644 

Bantul 9141150 8840382 

Gunungkidul 3246996 3055284 

Kulon Progo 1400786 1969623 

DIY 25950793 26515284 

Sumber : BPS, 2019 

Pada tahun 2018 Kota Yogyakarta mengalami penurunan jumlah wisatawan 

sebesar 11,13%. Sementara pada tahun yang sama Kabupaten Kulon Progo 

mengalami kenaikan jumlah wisatawan sebanyak 40,61%. Pada tahun yang sama 

pula jumlah wisatawan Kabupaten Sleman tumbuh 15,89%. Sementara Kabupaten 

Bantul turun 3,29% dan Kabupaten Gunungkidul turun sebesar 5,90%. Walaupun 

Kabupaten Kulon Progo mengalai kenaikan sebanyak 40,61% , namun secara 

kuantitas jumlah wisatawan masih menjadi yang terendah diantara 5 

kabupaten/kota di Provinsi DIY. 

Keberagaman dan keunikan di atas yang menjadi daya tarik kabupaten/kota 

di Provinsi DIY untuk diteliti. Dengan banyaknya pembangunan dan jumlah 

wisatawan, perlu diteliti apakah sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata dan 

konstruksi menjadi sektor basis atau non-basis. 

Adapun pemilihan rentang tahun antara 2010-2018 adalah karena pada tahun 

2010 awal mulai dilakukan perhitungan sektor ekonomi dengan 17 sektor ekonomi. 
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Sementara pemilihan 2018 sebagai tahun terkahir penelitian karena data terbaru 

yang tersedia sampai pada tahun 2018. 

Pada tahun 2009 Restiatun melakukan penelitian untuk mencari sektor-sektor 

yang menjadi basis di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Hasilnya adalah Kota 

Yogyakarta memiliki empat sektor basis; sektor listrik, gas dan air minum, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta 

sektor jasa jasa. Kabupaten Sleman memiliki empat sektor basis; sektor industri 

pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor 

keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Kabupaten Bantul memiliki lima sektor basis; 

sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor 

pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa‐jasa. Sedangkan Kabupaten Kulon 

Progo memiliki lima sektor basis; sektor pertanian, sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor 

jasa‐jasa. Kabupaten Gunung Kidul memiliki empat sektor basis; sektor pertanian, 

sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta sektor pengangkutan 

dan komunikasi. 
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Gambar 1.1 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi DIY 

2010-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik, September 2019 

Gambar 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di 

Provinsi DIY tahun 2010-2018. Kabupaten Sleman mengalami laju pertumbuhan 

tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan pertahun adalah 5,46%. Pada tahun 2010-

2018 Kabupaten Sleman mempunyai beberapa sektor yang pertumbuhanya melejit. 

Sektor-sektor ini berperan besar dalam pertumbuhan laju PDRB kabupaten 

tersebut. Rata-rata pertumbuhan yang mencapai lebih dari 5% tersebut didorong 

oleh pariwisata, penggalian dan industri olahan yang menggeliat pada tahun-tahun 

tersebut. 

Kabupaten Gunungkidul mempunyai pertumbuhan rata-rata terendah yaitu 

4,81%. Pada tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo mempunyai pertumbuhan 

tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Pada 2018 PDRB Kabupaten Kulon 

Progo naik menjadi 10,84%. Kenaikan ini dimungkinkan karena adanya 

pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. 

Pembangunan bandara tersebut diperkirakan berandil cukup besar dalam 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo. 

Adapaun penelitian ini mencoba mengidentifikasi sektor-sektor basis dan 

ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY pada tahun 2010-

2018. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini ditulis dengan judul 

“IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DAN KETIMPANGAN ANTAR 
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KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2010-

2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Sektor manakah yang menjadi sektor basis dan non basis di 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY? 

2. Sektor manakah yang menjadi prioritas pembangungan ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY? 

3. Bagaimana ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi 

DIY? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan non-basis di 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 

2. Mengetahui sektor yang menjadi prioritas pembangungan ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 

3. Menganalisis ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di 

Provinsi DIY. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti, peneliti ini dapat berguna sebagai sarana untuk memperluas 

pengetahuan tentang sektor-sektor potensi basis yang ada di 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan dapat menambah pengelaman 

dibidang penelitian 

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi untuk merencanakan pembangunan ekonomi sesuai sektor-sektor 

potensi basis yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi 

untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis 

4. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi dalam menganalisis sektor potensi basis dan dapat 

menambah khasanah keilmuan mengenai sektor potensi basis di 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. 

E. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu, bab pendahuluan, bab landasan teori, 

bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan serta bab penutup. Bab-bab 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bab I adalah bab pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi empat 

subbab yaitu, latar belakang yang berisi uraian mengenai teori dan kondisi 

sektor-sektor ekonomi daerah dan ketimpangan pembangunan 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Subbab kedua berisi rumusan masalah 

sebagai inti permasalahan yang dicarikan penyelesaianya dengan 

penelitian ini, subbab ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian serta 
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subbab keempat adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui arah 

penelitian ini. 

2. Bab II adalah bab landasan teori yang bersisi tentang konsep-konsep yang 

berkaitan dengan teori kebasis komparatif, teori pembangunan ekonomi 

daerah, teori pengembangan wilayah, teori basis dan non basis, teori 

ketimpangan pembangunan dan lain-lain. 

3. Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai 

variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis data, sumber 

data, metode pengumpulan data dan pembahasan dari data. 

4. Bab IV adalah bab hasil dan pembahasan yang menjelaskan, menguraikan 

dan menganalisis obyek penelitian, hasil data dan metode analisis data. 

5. Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis dan 

pembahasan hasil data. Bab ini berisi pula saran dari penulis dan terhadap 

pihak-pihak yang punya keterkaitan dalam masalah penelitian ini. 
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BAB V 

 KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal seperti terebut 

di bawah ini: 

1. Kota Yogyakarta memiliki 12 sektor basis yaitu; industri pengolahan; 

pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 

daur ulang; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan 

komunikasi; jasa keuangan dan asuransi;real estate; jasa perusahaan; 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa 

pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. 

2. Kabupaten Sleman memiliki 7 sektor basis yaitu; industri pengolahan; 

konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyedia akomodasi dan makan 

minum; real estate; jasa perusahaan; dan jasa pendidikan. 

3. Kabupaten Bantul memiliki 7 sektor basis yaitu; pertanian, kehutanan dan 

perikanan; pertambangan dan penggalian;industri pengolahan;pengadaan 

listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor; dan penyedia akomodasi dan makan minum. 

4. Kabupaten Gunungkidul memiliki 6 sektor basis, yaitu; pertanian, kehutanan 

dan perikanan; pertambangan dan penggalian;pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 

dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib; dan jasa lainnya. 
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5. Kabupaten Kulon Progo memiliki 7 sektor basis yaitu; pertanian, kehutanan 

dan perikanan; pertambangan dan penggalian ; perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya. 

6. Masalah dasar yang dihadapi oleh Provinsi DIY dalam pembangunan 

ekonomi adalah ketimpangan pembangunan. Dimana terdapat kecenderungan 

bahwa ketimpangan pembangunan ini meningkat pada daerah maju dan 

daerah yang tertinggal namun dalam proses pembangunan. Sementara 

ketimpangan pembangunan pada daerah tertinggal cenderung stagnan. 

B. Saran 

Adapun saran kepada pihak terkait adalah: 

1. Kepada Pemerintah Provinsi DIY : Memberikan bantuan kepada 

kabupaten/kota berupa pembiayaan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

peningkatan kualitas SDM, khususnya yang berkaitan dengan sektor-sektor 

yang menjadi sektor basis. Apabila SDM semakin baik akan semakin banyak 

ide ,inovasi teknologi dan kewirausahaan yang terbentuk. Sehingga bisa 

mengembangkan sektor-sektor basis dan meningkatkan sektor-sektor yang 

belum menjadi sektor basis 

2. Kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY: mengembangkan dan 

mempertahankan sektor yang sudah menjadi sektor basis. Serta 

meningkatkan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor basis, yakni 

sektor yang mempunyai nilai LQ mendekati 1. Untuk mengurangi 

ketimpangan pembangunan ekonomi diadakan program pemerataan 
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pembangunan ekonomi dengan cara memprioritaskan pembangunan ekonomi 

pada daerah-daerah yang tertinggal 

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (kabupaten dengan pendapatan 

per kapita termiskin, ketimpangan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang 

sangat tinggi): untuk meningkatkan PDRB dan mengurangi ketimpangan, 

pembangunan bandara baru terus dilanjutkan disertai dengan pembangunan 

wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi obyek wisata atau mempunyai 

sentra produksi tertentu. Selain itu perlu pembangunan sektor-sektor yang 

terkena dampak tidak langsung dari pembangunan bandara (transportasi serta 

penyediaan akomodasi dan makan minum) 

4. Bagi penelitian selanjutnya untuk lebih rinci dalam mengetahui sebab dan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan 

ekonomi serta meneliti lebih rinci ketimpangan yang terjadi antar dua 

kabupaten/kota serta hubungan perekonomian antar dua kabupaten/kota 

tersebut. 
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